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1.1. Latar Belakang Penelitian
	Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Government menjelaskan bahwa pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, dengan meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan industri dan perdagangan, memberdayakan masyarakat melalui akses informasi dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Keuntungan lain dari penggunaan teknologi informasi untuk instansi pemerintah termasuk mengurangi tindakan penyelewengan, meningkatkan keterbukaan, meningkatkan kecepatan, meningkatkan pendapatan dan atau mengurangi pembiayaan. (Ibrahim & Maita, 2017)
Belakangan ini, birokrasi publik secara aktif mengembangkan urusan e-government. Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten serta birokrasi publik lainnya menerapkan adanya tren e-government dalam sistem pemerintahan yang layak untuk diperhatikan dan dipelajari. (Nugraha, 2018)
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Terkait pembangunan infrastruktur TIK di pedesaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan daerah akan menjadi salah satu prioritas pembangunan pedesaan. Misalnya, pasal 86 UU Desa mengatur hal-hal sebagai  berikut:
1. Desa berhak mengakses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
2. Pemerintah bersama pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi pedesaan dan mengembangkan pedesaan.
3. Sistem informasi Desa terdiri dari hardware, software, jaringan dan sumber daya manusia.
4. Sistem informasi pedesaan terdiri dari data pedesaan, data pembangunan pedesaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan
5. Sistem informasi Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dapat digunakan oleh masyarakat desa dan seluruh aktor kepentingan.
6. Pemerintah kabupaten atau kota memberikan informasi tentang rencana pembangunan kabupaten atau kota beserta desa. (Badri, 2016).
Keberhasilan implementasi e-government di setiap instansi pemerintah yakni pemerintahan desa memerlukan dukungan perencanaan optimal pengembangan e-government.
Rencana optimalnya adalah agar penerapan e-government sejalan dengan visi dan misi pemerintah desa lebih mudah dikembangkan dan dapat disesuaikan dengan menggunakan teknologi informasi yang kokoh. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan untuk pemerintah desa agar melakukan pembaharuan dari sistem  informasi manual menjadi sistem informasi berbasis digital.
Pada era modernisasi saat ini, khususnya pemerintah desa dituntut untuk melakukan suatu inovasi dalam memberikan layanan publik. Karena sejatinya, layanan publik merupakan cikal bakal terbentuknya interaksi hubungan yang baik bersama pemerintah desa dengan masyarakat. Seperti yang telah diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Desa merupakan lembaga administratif terkecil dari sistem pengendalian pemerintahan desa dan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi serta terus meningkatkan kemampuannya dalam mengendalikan data pengelolaan kependudukan desa. (Noor  Asyikin et al., 2015)
Desa Cangkingan yang ada di Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Desa yang ada di Jawa Barat yang menerapkan E- Government pada pelayanan publik melalui Program Lebu Digital. Program Lebu Digital merupakan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan dalam bentuk on-line dapat memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan program pembangunan, dan peningkatan kinerja pemerintah . Penerapan ini adalah salah satu bentuk dari kebijakan pemerintah dalam mencapai E-Government. Melalui teknologi/internet, seluruh proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan lebih cepat sesuai dengan aturan yang telah diterapkan .E-Government bukan berarti mengganti peran pemerintah dalam pelayanan akan tetapi lebih memudahkan masyarakat pada proses pelayanan (Ahmad Kurnia, 2015:1).
Program Lebu Digital merupakan Sebuah program untuk mewujudkan Good Governance yang berusaha mentransformasikan penggunaan teknologi digital baik dalam pelayanan kepada masyarakat (publik) maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan di desanya. Implementasi Program Lebu Digital dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
Penerapan program berbasis on-line ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa Cangkingan, serta disediakan layanan yang baik, mudah dan efektif serta diharapkan dapat mewujudkan Good Governance.
Menurut Sadjijono (2007:203) good governance mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut IAN & BPKP (2005:5) yang dimaksud dengan good governance adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivias, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Desa Cangkingan yang masih kesulitan dalam pelaksanaan program lebu digital ini dikarenakan kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat seringkali berjalan lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh Nasrullah (2018). hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan sistem e-government khususnya di Kota Makassar secara kuantitas mulai meningkat namun secara kualitas belum memadai. Penelitian Annisa Maulidya (2012) menyatakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana implementasi E-government yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan good governance. Penelitian Elsa Prisanda dan Rury Febrina (2019) menyatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa melalui aplikasi SISPEDAL resmi pemerintah desa Aliantan, pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dalam konteks good village governance di lingkungan pemerintahan desa Aliantan. Penelitian Arief Jauhari, Hasan Basri, dan M. Shabri (2015) menyatakan bahwa e-government dan reformasi bir okrasi berhubungan dengan penerapan good governance dan kinerja serta penerapan good governance berhubungan dengan kinerja. Penelitian Fannisya Surya Wardani (2018) menyatakan bahwa analisis dalam penelitian ini adalah pengenalan pelayanan E-samsat yang banyak terjadi hambatan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik utuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penerapan Program Lebu Digital Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan pengamatan dari peneliti dapat dirumuskan bahwa Penerapan program lebu digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu belum optimal.
Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui hal-hal yang akan dikaji/dianalisis peneliti, yaitu :
1. Bagaimana pelaksanaan program lebu digital di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan program lebu digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program lebu digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu?
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalahnya, maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan program lebu digital di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan program lebu digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program lebu digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.
1.3.2. Kegunaan Penelitian
Pada dasarnya setiap penelitian disertai suatu harapan agar hasilnya dapat digunakan sebaik mungkin bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:
1. Kegunaan teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dalam bidang Administrasi Publik dalam pembahasan masalah mengenai bagaimana penerapan program Lebu Digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.
2. Kegunaan praktis
Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi pihak-pihak terkait, diantaranya :
1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi lembaga BPD sebagai tambahan informasi untuk dijadikan bahan kajian terhadap kinerja le mbaga selama ini dalam meningkatkan penerapan program Lebu Digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.
2) Pemerintah Desa
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu berupa saran dan rekomendasi bagi desa dalam mengelola pemerintahan dan meningkatkan penerapan program Lebu Digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.
3) Pemerintah Kecamatan
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu berupa saran dan rekomendasi bagi Kecamatan dalam mengelola pemerintahan dan meningkatkan penerapan program Lebu Digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.
4) Pemerintah Kabupaten
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan saran dan rekomendasi mengenai penerapan program Lebu Digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.
5) Pemerintah Daerah
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu berupa saran dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan penerapan program Lebu Digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.

6) Universitas Swadaya Gunung Jati
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang mengenai penerapan program lebu digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkinngan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.
7) Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat yaitu berupa informasi kepada masyarakat agar mengetahui penerapan program Lebu Digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.
8) Peneliti
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah literatur atau wawasan baru mengenai Pemerintah Desa dalam mengelola program unggulan Pemerintah Kabupaten yaitu program Lebu Digital dalam mewujudkan good governance di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.


